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RINGKASAN 
Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 merupakan penegasan bahwa Negara Repubhk Indonesia 
adalah Negara Hukum, oleh karena itu, dalam setiap tindakan pemerintah dan 
warga negara harus berdasarkan atas hukum, dengan demikian hukum 
mempunyai kedudukan tertinggi dalam pemringtahan Negara Republik 
Indonesia. Atas dasar itu, dalam Undang Undang dasar Negara Republik 
Indonesia memberikan pengakuan, perlindungan dan jaminan pemenuhan 
terhadap hak asasi manusia, termasuk hak asasi politik tiap warga negara. Hakekat 
hak asasi politik adalah hak asasi yang mendasar dan melekat pada tiap individu, 
dan tidak membeda-bedakan manusia, baik dari suku, ras, agama, maupun jenis 
kelamin. Berdasarkan hal ini , maka harus dipahami bahwa hak asasi tiap warga 
negara adalah sama, baik hak untuk memilih maupun hak untuk dipilih. Setiap 
negara yang berdasarkan hukum adalah Negara Hukum dan berasaskan 
demokrasi, dengan kedaulatan ditangan rakyat, seluruh peraturan perundang- 
undangan harus dan wajib mendahulukan kepentingan rakyat, tennasuk 
perlindungan dan jaminan untuk pemenuhan hak asasi tiap warga negara, 
khususnya hak asasi politik bagi perempuan, karena perempuan bukanlah warga 
negara kelas dua, tetapi mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki, di 
Negara Hukum Republik Indonesia tennaktub dalam Pasal 27 UUD NRI 1945, 
yang menyatakan tentang persamaan dihadapan hukum (equality before the 
law). 
Berdasarkan pemikiran ini, maka penulis mengkaji pennasalahan yang ada, dalam 
suatu rumusan masalah sebagai berikut : 
1. Apakah hak asasi politik perempuan di Indonesia sebagai perwujudan hak 
asasi manusia secara nonnatif telah terpenuhi? 
2. Bagaimana perkembangan hak asasi politik perempuan di Indonesia 
sebagai perwujudan hak warga negara dalam perspektif demokrasi? 
Pennasalahan ini diurai dan dianalisa dengan menggunakan metode 
penelitian juridis normatif dengan menitikberatkan pada kajian terhadap 
ketentuan hukum positif, yang berkaitan dengan pennasalahan tersebut, di 
samping itu juga menggunakan data yang ada di dalam kenyataan untuk 
mendukung analisa tersebut, dengan melakukan berbagai pendekatan antara lain : 
I. pendekatan filosofi; 
2. pendekatan konseptual; 
3. pendekatan perundang-undangan ;dan 
4. pendekatan perbandingan. 
Landasan teori yang dipergunakan dalam penyusunan disertasi ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Teori NegaraHukum; 
2. Teori Konstitusi; 
3. Teori Demokrasi; dan 
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4. Teori Keadilan. 
Di samping itu juga menggunakan beberapa konsep, yaitu : 
1. Konsep HakAsasi Manusia; 
2. Konsep Perempuan .dan 
3. Konsep Feminisme. 
Berdasarkan hasil penelitian serta analisis dan pembahasan yang telah 
penulis lakukan pada Bab I, II dan Ill, berikut ini dikemukakan kesimpulan yang 
merupakan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut : 
1. Suatu Negara Hukum yang mengakui hak asasi warga negaranya yang 
merupakan hakekat sebenamya dari hak asasi manusia yang melekat pada 
tiap individu, tanpa ada diskriminasi baik dari suku, ras, agama dan jenis 
kelamin, haruslah termaktub dalam pasal-pasal di Undang Undang Dasar 
atau Konstutusi yang tertulis dalam negara itu, berdasarkan teori Negara 
Hukum dan Konstitusi serta konsep Hak Asasi Manusia, dan juga dalam 
instrument hukum di dunia intemasional, sehingga memberikan landasan 
yang kuat bagi perempuan untuk memperjuangkan pemenuhan hak asasi 
politik mereka, walaupun ada beberapa faktor ( faktor budaya, faktor politis, 
internal individu perempuan) yang menjadi kendala dalam pemenuhan hak 
terse but. 
2. Pemenuhan hak asasi politik bagi perempuan ini melalui proses yang 
memakan waktu, dengan pergerakan perjuangan perempuan (affirmative 
action) tidak saja di Indonesia, bahkan juga di beberapa negara di dunia, 
sehingga hak asasi politik perempuan khususnya hak untuk dipilih dan 
memilih, yang mengalami peningkatan secara bertahap, melalui berbagai 
upaya dari pemerintah dan masyarakat untuk mendukung perjuangan ini, 
sekaligus mengatasi kendala yang ada, dalam bingkai kedaulatan rakyat dan 
demokrasi, agar terjadi percepatan peningkatan secara signifikan. 
Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka disarankan kepada : 
I. Kelompok-kelompok perempuan, untuk melakukan peningkatan kualitas 
diri sehingga dapat bersaing secara terbuka dengan kaum laki-laki, dengan 
melibatkan kaum laki-laki sebagai mitra untuk mendukung pergerakan 
perempuan mi; 
2. Pemerintah, agar segera melakukan berbagai program kegiatan, terutama 
dalam sosialisasi pemahaman asas demokrasi, sehingga faktor-faktor yang 
menjadi kendala dapat di minimalisir, sehingga pemenuhan hak asasi politik 
bagi perempuan dalam perspektif demokrasi dapat terwujud dalam 
kenyataannya. 
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ABSTRACT 
The provision of Article 1 Clause (3) of the 1945 Constitution of the 
Republic of Indonesia is an affirmation that the State of the Republic of Indonesia 
is a State of Law, therefore, in every act of government and citizens must be based 
on law, thus the law has the highest position in the State administration. On that 
basis, the Constitution of the Republic of Indonesia provides recognition, 
protection and guarantee of the fulfillment of human rights, including the political 
rights of every citizen. The nature of political rights is a fundamental and inherent 
right of each individual, and makes no distinction between human beings, whether 
of ethnicity, race, religion or gender. Based on this, it must be understood that the 
human rights of every citizen are equal, both the right to vote and the right to be 
elected. Every country based on law is a State of Law and based on democracy, 
with sovereignty in the hands of the people, all laws and regulations must and 
must prioritize the interests of the people, including protection and guarantee for 
the fulfillment of the human rights of every citizen, especially the women's 
political rights and the women is not a second class citizen, but has the same 
status as men, in the State of the Republic of Indonesia contained in Article 27 of 
the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which states about equality 
before the law. 
The problem formulated in this research is 2 (two) things, that is related to 
the theory and the concept about justice and equality, is about fulfillment of the 
women's political rihgt, and how the progres of manifestation of the rights of 
citizens in a prespective of democracy. 
Based on the research and analysis and discussion that has been done in 
Chapter I, II and III, the following is stated conclusion that an answer to the 
problems in this study, as follows: to gived the foundation for women to fight for 
the fulfillment of their political rights, especially the women's political rights and 
that's is a answer about popular sovereignty and democracy in a State of Law. 
Keyword Constitution, Democracy, Human Rights, Women's Political 
Rights 
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BAB IV 
PENUTUP 
4.1. Kesimpulan 
1. Hak asasi politik peprempuan di Indonesia secara normative telah terpenuhi. 
Hal ini tercermin dalam pengaturannya dalam berbagai peraturan 
perundang-undangan di Indonesia, yang dimulai dari pengaturannya dalam 
UUD NRI Tahun 1945 sebagai sumber tertib hukum nasional tertinggi 
sampai dengan undang-undang di bidang politik, khususnya terkait dengan 
hak dipilih dan memilih di dalam pemilihan umuum. Undang-undang di 
bidang politik tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, tanpa ada 
diskriminasi baik dari suku, ras, agama dan jenis kelamin, tennaktub dalam 
pasal-pasal di Undang Undang Dasar dan undang-undang bidang politik. 
2. Perkembangan Pemenuhan hak asasi politik bagi perempuan ini melalui 
proses yang memakan waktu, dengan pergerakan perjuangan perempuan 
(affirmative action) tidak saja di Indonesia, bahkan juga di beberapa negara 
di dunia, sehingga hak asasi politik perempuan khususnya hak untuk dipilih 
dan memilih, yang mengalami peningkatan secara bertahap, melalui 
berbagai upaya dari pemerintah dan masyarakat untuk mendukung 
perjuangan ini, sekaligus mengatasi kendala yang ada, dalam bingkai 
kedaulatan rakyat dan demokrasi, agar terjadi percepatan peningkatan secara 
signifikan. 
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4.2. Saran 
Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka disarankan kepada : 
1. Kelompok-kelompok perempuan, untuk melakukan peningkatan kualitas 
diri sehingga dapat bersaing secara terbuka dengan kaum laki-laki, dengan 
melibatkan kaum laki-laki sebagai mitra untuk mendukung pergerakan 
perempuan ini; 
2. Pemerintah, agar segera melakukan berbagai program kegiatan, terutama 
dalam sosialisasi pemahaman asas demokrasi, sehingga faktor-faktor yang 
menjadi kendala dapat di minimalisir, sehingga pemenuhan hak asasi politik 
bagi perempuan dalam perspektif demokrasi dapat terwujud dalam 
kenyataanya. 
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